
 

 

 
 

PERATURAN WALIKOTA SABANG 

NOMOR 28 TAHUN 2015  

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 38 

TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN 
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI 

TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SABANG  

TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALIKOTA SABANG, 

Menimbang  : a. Dalam rangka penentuan besaran uang harian apabila 
akomodasi ditanggung oleh negara pengundang  dan 

penentuan uang representatif bagi perjalanan dinas luar 
negeri bagi pejabat yang ditugaskan sebagai ketua 
misi/delegasi resmi Pemerintah Republik Indonesia ke 

negara lain maupun untuk konferensi internasional. 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Sabang tentang Perubahan Ketiga atas  
Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Mekanisme Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak 

Tetap Dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Sabang 
Tahun Anggaran 2015  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2758); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah ... 

WALIKOTA SABANG 

PROVINSI ACEH 

SALINAN  
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telah diubah beberapa kali, terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi 
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 

Tidak Tetap; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; 

12. Peraturan ... 
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12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER–

22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

14. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Sabang Tahun  2009  Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 38 TAHUN 
2014 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA 
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM 
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SABANG TAHUN 
ANGGARAN 2015. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang 

Nomor 38 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pembayaran 
Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri 
Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan 

Pemerintahan Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 diubah 
sebagai berikut: 

  1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 seluruhnya 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri merupakan 
penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap 

dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar 
negeri yang digunakan untuk uang makan, 

transportasi lokal, uang saku dan uang penginapan. 

(2) Uang harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari 
tarif, diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai 

Negeri/Pegawai Tidak Tetap dan/atau Pihak Lain yang 
melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan, dalam hal 
biaya akomodasi Perjalanan Dinas Jabatan disediakan 

oleh pengundang. 

(3) Selain uang harian, bagi pejabat yang ditugaskan 

sebagai ketua misi/delegasi resmi Pemerintah Republik 
Indonesia ke negara lain maupun untuk konferensi 
internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 

Presiden, dapat diberikan uang representasi untuk 
keperluan misi/delegasi yang dipimpinnya. Adapun 

besaran ... 



- 4 - 

 

 

 

besaran uang representatif disesuaikan dengan uang 
representatif perjalanan dinas dalam negeri. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 

2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Sabang.  

 

                   Ditetapkan di Sabang 

                   pada tanggal 10 Oktober 2015 
 

 

 

 

Diundangkan di Sabang 
pada tanggal 10 Oktober 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, 

   ttd 

          SOFYAN ADAM 

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR  28 

WALIKOTA SABANG, 

 
   ttd 

 
 ZULKIFLI H. ADAM 

 


